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BAB I                                                                                           

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas maritim di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dewasa ini. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut seluas 6,32 

juta kilometer persegi (km²), Indonesia menempati urutan kedua dalam hal 

panjang garis pantai di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia.1 Dengan kelimpahan wilayah perairan tersebut, 

sudah seharusnya kemajuan dan perkembangan dalam bidang pelayaran 

menjadi tanggung jawab bersama, baik bagi masyarakat maupun 

pemerintah. 

Industri maritim yang berkembang pesat di Indonesia dalam hal ini 

mempengaruhi aktivitas pelayaran, baik di tingkat domestik maupun 

internasional. Hal Ini merupakan sebuah indikasi positif bahwa negara ini 

dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alamnya dengan baik. 

Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar kemajuan 

dunia pelayaran di Indonesia dapat terus ditingkatkan.2  

 
1  Amiek Soemarmi, Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 3, (Juli 2019), 

Hlm. 76 

2  Retno Mulatsih, Pelayaran Sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Ekonomi Maritim, 

Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim, Vol. 6, No. 2, (Maret 2008), Hlm.3 
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Meningkatnya kegiatan pelayaran di Indonesia berbanding lurus dengan 

meningkatnya kesibukan pada lalu lintas pelayaran. Tentunya, tidak hanya 

pihak kru kapal yang akan berperan dalam kegiatan tersebut, melainkan juga 

para pihak navigator atau stasiun radio pantai yang membantu dalam 

memandu dan memantau kapal akan mengalami peningkatan kesibukan. 

Meskipun mengalami peningkatan kepadatan dan kesibukan dalam alur 

pelayaran, tentunya tujuan utama dari peran navigator dan stasiun radio 

pantai yang merupakan menjaga keselamatan dan keamanan dalam 

pelayaran harus tetap dijunjung dan semakin ditingkatkan.3 

Jika Indonesia mampu meningkatkan standar keselamatan dan 

keamanan dalam pelayaran, maka negara ini akan semakin diakui sebagai 

negara maritim yang baik serta akan meningkat aktivitas di lautnya, baik 

untuk kegiatan lokal maupun internasional. Tentunya, untuk meningkatkan 

standar keselamatan dan keamanan tersebut, peran penting instrumen 

hukum dan aturan yang mengikat tidak bisa diabaikan. Selain itu, 

modernisasi teknologi yang diciptakan khusus untuk mendukung dunia 

pelayaran juga sangat diperlukan. 

Pada Konvensi Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974 yang merupakan 

perjanjian internasional yang diinisiasi oleh IMO , menetapkan di dalamnya 

mengenai standar akan keselamatan kapal dan jiwa di laut. Sebagai negara 

 
3 Andy T, 2016, “ Analisis Peran Dan Fungsi Navigasi Guna Mendukung Keamanan, 

Keselamatan, Dan Kelancaran Pelayaran Berdasarkan Pasal 172 Sampai Dengan Pasal 177 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, Skripsi, Universitas Tanjungpura, 

Pontianak . 
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maritim, Indonesia tentu terlibat dalam konvensi internasional ini. Indonesia 

juga merupakan anggota Dewan dari International Maritime Organization 

(IMO) yang menghasilkan konvensi tersebut. Dengan keanggotaan 

Indonesia di IMO, negara ini terikat secara langsung dengan konvensi 

tersebut. Bahkan, Indonesia telah meratifikasi SOLAS ke dalam Keputusan 

Presiden Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Pengesahan “International 

Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974”.4 Dengan adanya konvensi 

internasional ini, keselamatan kapal dan pihak terkait akan lebih terjamin 

karena adanya arahan yang jelas.  

Meskipun Indonesia telah meratifikasi SOLAS 1974, implementasi 

untuk standar keselamatan pada teknologi navigasi terbaru di Indonesia ini 

sering dijumpai masih menghadapi berbagai kendala yang meliputi, sumber 

daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan yang terutama ialah pada 

regulasi yang masih lemah dan para penegak hukum terkait yang tidak tegas 

dalam mengatur terkait teknologi ini5. Hal ini tentu merupakan sebab akibat 

dari peraturan yang berlaku saat ini. 

Melihat Indonesia yang merupakan negara berkembang, maka dalam 

penataan negaranya masih perlu meninjau lebih jauh terkait kemajuan yang 

terjadi di berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pelayaran dan 

 
4  Anastasia Zefanya, Keselamatan Maritim Di Indonesia Akibat Pengaruh Dari The 

International Convention For The Safety Of Life At Sea (Solas 1974), Jurnal Ikraith-Humaniora, Vol. 

7, No. 2, (Juli 2023), Hlm. 43 
5 Darmawati, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelayaran Kapal Yang 

Tidak Laik Laut Di Wilayah Pelabuhan Gorontal, Jurnal Publikasi Nobel, Vol. 2, No. 5, (2016), 

Hlm. 13 

 



4 
 

 

 

teknologi terbarukan yang saat ini antara kedua hal tersebut saling berkaitan 

bahkan tertuang dan diatur dalam SOLAS 1974 yang sudah diratifikasi oleh 

Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 selain itu juga 

Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran yang dalamnya merefleksikan juga aturan-aturan dalam SOLAS 

1974 sehingga pemerintah perlu mengkaji dan mengawasi penerapan 

peraturan perundang-undangan tersebut agar tercapai tujuan, yaitu 

meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran serta, 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan regulasi dan penerapan 

teknologi yang lebih efektif guna memastikan keselamatan pelayaran di 

Indonesia.  

Berbagai inovasi seperti Automatic Identification System (AIS) yang 

mendukung sistem navigasi, telah menjadi bagian penting dalam 

meningkatkan keselamatan pelayaran serta telah diatur secara umum dalam 

bab IV dan V SOLAS 1974. Dari penjelasan singkat tersebut, dapat 

dikatakan bahwa peningkatan dan pembaruan pada teknologi komunikasi 

dan navigasi sudah jauh berkembang dalam beberapa dekade terakhir 

bahkan sudah memiliki hukumnya sendiri.6 

 
6  Andri Sitanggang, Integrasi Sistem Navigasi Kapal Dan Ais Untuk Navigasi Maritim 

Yang Lebih Aman Dan Efisien, Jurnal Multidisciplinary, Vol. 2, No. 9, (Juli 2024), Hlm. 26 
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Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, akan menjadi pijakan bagi 

penulis untuk membahas terkait penerapan peraturan internasional dalam 

bidang teknologi dan pelayaran dengan judul: 

 “Penerapan International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 

(SOLAS 1974) Terhadap Penggunaan Teknologi Navigasi Terkini Untuk 

Keselamatan Dalam Pelayaran Di Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan penulis kaji 

adalah: 

1. Apa saja ketentuan hukum internasional dan nasional terkait 

penggunaan teknologi navigasi dalam keselamatan pelayaran? 

2. Apa saja persoalan hukum pada implementasi terkait penggunaan 

teknologi navigasi pada pelayaran dalam International Convention For 

The Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974 di Indonesia? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi persoalan hukum dalam 

implementasi International Convention For The Safety Of Life At Sea 

1974 (SOLAS 1974) di Indonesia terkait penggunaan teknologi navigasi 

pada pelayaran? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis ketentuan hukum internasional dan nasional terkait 

penggunaan teknologi navigasi dalam keselamatan pelayaran. 

http://www.imo.org/TCD/contents.asp?topic_id=257&doc_id=647
http://www.imo.org/TCD/contents.asp?topic_id=257&doc_id=647
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2. Menganalisis persoalan hukum pada implementasi terkait penggunaan 

teknologi navigasi pada pelayaran dalam International Convention For 

The Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974 di Indonesia. 

3. Menganalisis solusi guna mengatasi persoalan hukum dalam 

implementasi International Convention For The Safety Of Life At Sea 

1974 (SOLAS 1974) di Indonesia terkait penggunaan teknologi navigasi 

pada pelayaran. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi untuk memperbanyak teori-teori,  pemikiran, 

dan konsep di bidang hukum internasional khususnya hukum laut 

internasional dan hukum kemaritiman. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan 

referensi untuk menyelesaikan masalah terkait penerapan teknologi 

komunikasi dan navigasi terkait pelayaran di Indonesia, dan menjadi 

bahan masukan kepada para pihak-pihak instansi Kementerian 

Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, para penegak 

hukum, akademisi, serta masyarakat. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini secara khusus mengkaji kesesuaian hukum terkait 

penerapan teknologi navigasi dan komunikasi dalam kegiatan pelayaran di 

Indonesia, sebagaimana diatur dalam Bab V dan Bab IV International 
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Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974. Fokus utama 

penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan dalam 

SOLAS 1974, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 65 

Tahun 1980, serta beberapa sumber hukum terkait lainnya saat 

diimplementasikan dalam kerangka hukum nasional Indonesia, serta 

mengevaluasi apakah penerapan teknologi tersebut telah sesuai dengan 

standar internasional yang ditetapkan oleh konvensi ini. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kewajiban Negara Bendera (Flag State Responbility Theory) 

Teori ini menurut Camille Goodman yang disampaikan dalam bukunya 

merupakan sebuah landasan yurisdiksi negara yang paling dikenal dalam 

hukum maritim internasional, namun juga menjadi salah satu landasan yang 

kontroversial. Dalam teori ini hak-hak yang di dapat negara bendera 

umumnya tidak ada perubahan sejak konsep tanggung jawab negara bendera 

ini tercipta di masa evolusi. Namun, pada kewajiban serta tanggung 

jawabnya terdapat berbagai perubahan yang tentunya disebabkan karena 

semakin majunya jaman dan juga karena aktivitas pada wilayah maritim 

yang semakin beragam dan meningkat pesat sehingga keselamatan harus 

semakin diperhatikan oleh negara bendera saat berlayar ataupun berlabuh, 

jika dikaitkan dengan konsep teori ini yang diharuskan kepada kapal yang 

memakai bendera negara mana pun untuk tetap tunduk dan patuh kepada 

hukum maritim nasional sesuai dengan lokasi saat kapal tersebut berlayar 
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atau berlabuh dan selama masih berada di dalam zona ekonomi eksklusif 

suatu negara tersebut.7 

2. Teori Tanggung Jawab Internasional (Internasional Responsibility 

Theory)  

Pada teori tanggung jawab internasional ini dijelaskan oleh Ian Brownlie 

dalam bukunya yang berjudul “Principles of Public International Law”, 

bahwa prinsip tanggung jawab internasional dapat dipahami sebagai aturan 

yang mengatur bagaimana suatu negara bertanggung jawab atas 

pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dijelaskan lebih jauh dalam 

bukunya Brownlie juga menjelaskan beberapa prinsip dalam teori ini, yaitu; 

1) Adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional; 

2) Atribusi kepada negara; 

3) Adanya hubungan sebab-akibat; 

4) Adanya kerugian yang terjadi; 

5) Pemulihan atau reparasi.8 

 

3. Teori Penegakan Hukum Maritim (Maritime Law Enforcement 

Theory)  

Teori ini dibahas oleh Donald R. Rothwell dan Tim Stephens dalam 

buku mereka yang berjudul “The International Law of the Sea”. Dalam buku 

ini, mereka menjelaskan peran bagi negara untuk menegakkan hukum laut 

 
7 Camille Goodman, The Regime For Flag State Responsibility In International Fisheries 

Law – Effective Fact, Creative Fiction, Or Further Work Required, University of Wollongong Press, 

Australia, 2009, Hlm. 157 
8 Ian Brownlie, Principles Of Public Internasional Law, Clarendon Press, Oxford, 1990, 

Hlm.617   
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supaya tercapai tujuan agar negara yang memiliki laut atau aktivitas di laut 

dapat lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan maritim yang 

dilakukan melalui yurisdiksi negara bendera, negara pantai, dan negara 

pelabuhan. 

Inti dari teori ini adalah dengan tercapainya kepatuhan negara-negara 

terhadap hukum laut internasional maka tentu dapat dipastikan juga 

tercapainya keselamatan di kawasan maritim, perlindungan lingkungan 

maritim, dan penanggulangan kejahatan di laut, dengan tindakan penegakan 

yang tegas dan sesuai hukum internasional yang berlaku.9 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Dalam  penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian, 

yaitu mode normatif yang menganalisis lebih lanjut data sekunder. 

Seorang ahli bernama Zulfadli Barus berpendapat bahwa penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian yang di dalamnya mengamati hubungan 

yang saling bertimbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial, hukum 

sendiri dipandang sebagai independent variable sedangkan fakta sosial 

dipandang sebagai dependent variable artinya jika terdapat kesenjangan 

antara keduanya yang harus diubah adalah fakta sosial sebab hukum 

 
9 Rothwell ,Tim Stephens, The International Law of the Sea, Hart Publish, Oxford, 2010, 

Hlm. 6 
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dianggap sudah final dan merupakan sebuah seperangkat alat yang 

menciptakan ketertiban sosial.10 

2. Metode Pendekatan  

 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mendalami undang-undang 

dan regulasi terkait isu hukum dalam penelitian ini.11 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus di wilayah 

Indonesia yang berhubungan dengan penerapan SOLAS 1974. 

3. Pendekatan Sumber Hukum Internasional Publik (Internasional 

Public Law Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk kepada konvensi 

internasional yang juga ditandatangani oleh Indonesia, dalam hal ini 

adalah SOLAS 1974 yang mengatur tentang keamanan dan 

keselamatan dalam pelayaran dari berbagai sisi termasuk dalam 

teknologi navigasi dan komunikasi. Dengan demikian SOLAS1974 

memberikan petunjuk dalam menerapkan teknologi navigasi dan 

komunikasi kepada pelayaran dalam negeri. 

 
10  https://wislah.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif/. 6 Pengertian Penelitian 

Hukum Normatif, Metode, Objek, Pendekatan, Sumber, dan Langkah dalam Penelitian Hukum 

Normatif. Diakses pada tanggal 3 September 2024 pukul 11.57 
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 

2013. Hlm. 133 

http://www.imo.org/TCD/contents.asp?topic_id=257&doc_id=647
https://wislah.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif/
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3. Bahan Penelitian Hukum 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki daya 

ikat seperti Undang-undang Dasar 1945, Peraturan perundang-

undangan, konvensi internasional, jurnal hukum, dokumen-

dokumen resmi dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan 2 sumber hukum, yaitu hukum internasional dan 

hukum nasional yang dibagi menjadi; 

   Hukum Internasional: 

1. International Convention for the Safety of Life at Sea 

(SOLAS) 1974 

2. International Maritime Organization (IMO) Convention 

1948 

3. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

1982. 

4. International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978. 

5. Convention on the International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea (COLREG) 1972. 

6. International Convention for the Prevention of Pollution 

From Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto 

(MARPOL 73/78) 
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Hukum nasional: 

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945,  

2. Undang- Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

LN.2008/NO.64, TLN NO.4849, LL SETNEG : 132 HLM 

3. Undang- Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan  

    LN.2014/No. 294, TLN No. 5603, LL SETNEG: 38 HLM 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Kenavigasian  

LN. 2010 No. 8, TLN No. 5093, LL SETNEG : 60 HLM 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 

tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi 

Otomatis (AIS) 

BN.2019/NO.175, JDIH.DEPHUB. GO.ID : 8 HLM. 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis Bagi 

Kapal  

BN.2022/NO.833, PERATURAN.GO.ID: 12 HLM. 

a. Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum sekunder pada penelitian merupakan bahan hukum 

yang di dalamnya memberi penjelasan lanjutan terkait bahan 

hukum primer, seperti karya ilmiah, buku hukum, bahan dari 

internet, atau pun pendapat dari para ahli hukum yang masih 

relevan dengan penelitian. 

b. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ini adalah sumber bahan yang merupakan 

penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum sekunder dan primer 

sehingga data dan penjelasan dalam sebuah penelitian menjadi 

semakin detail dan lengkap. 

c. Bahan-bahan Non Hukum 

Dalam penelitian mengenai suatu topik hukum di masyarakat, tentu 

literatur yang digunakan tidak hanya bahan yang merupakan 

produk hukum saja. Melainkan, bahan-bahan non hukum yang 

masih relevan dengan penelitian juga diperlukan. 

7. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum 

pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik 

pengumpulan data-data serta teori dari hasil mengkaji dan 

mempelajari dari buku di perpustakaan, peraturan perundang-

undangan di Indonesia, serta hasil penelitian yang relevan dengan 
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Penerapan SOLAS 1974 terkait teknologi navigasi dan komunikasi 

terkini dalam pelayaran di Indonesia dari media cetak maupun 

elektronik. 

8. Metode Analisis Bahan Hukum 

 

Jenis metode  analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yang menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses 

manipulasi atau perlakuan lain, dengan kata lain, metode ini  

menyatukan antara metode deskriptif dan metode kualitatif. Dalam 

metode analisis bahan hukum kualitatif, bahan yang dianalisis dari 

berbagai sumber dan selanjutnya di pelajari hingga membentuk 

suatu hipotesis. Sedangkan, dalam metode analisis bahan hukum 

deskriptif adalah lanjutan dari pengembangan hipotesis yang 

dipelajari sebelumnya dalam analisis kualitatif. 

9. Metode Penarikan Kesimpulan 

 

Pada penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan 

tujuan untuk menghindar dari bertele-tele dan pemborosan waktu, 

serta mempersingkat penarikan kesimpulan suatu penelitian. Dalam 

metode penarikan kesimpulan deduksi ini tidak menggunakan tabel 

kebenaran untuk menunjukkan apakah penalaran itu sah atau tidak, 
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akan tetapi hanya sampai kepada bentuk-bentuk penalaran 

sederhana dan ekuivalensi, yang sudah terbukti keabsahannya.12 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, 

kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi pembahasan umum dan memaparkan pengertian 

istilah yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu Penerapan SOLAS 

1974 terkait teknologi navigasi terkini dalam pelayaran di Indonesia  

BAB III: PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini,  merupakan hasil penelitian penulis yang membahas dan 

menguraikan rumusan masalah ,yaitu menganalisis ketentuan mengenai 

penggunaan teknologi navigasi untuk menjamin keselamatan pelayaran 

yang diatur dalam SOLAS 1974 dan instrumen hukum terkait lainnya, dan 

menganalisis permasalahan hukum dalam implementasi ketentuan yang 

sudah diatur, serta merumuskan solusi dari permasalahan hukum yang 

timbul tersebut. 

 
12 Pardomuan Sinambela, Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif, Jurnal 

Matrics, Vol. 5, No. 1.(2012). 
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BAB IV: PENUTUP  

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap 

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. 
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